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TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG KETERTIBAN UMUM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang : a.

KABUPATEN REMBANG

bahwa volume, jenis, dan karakteristis sampah yang
semakin meningkat berpotensi menimbulkan permasalahan
di daerah sehingga perlu dikelola secara komprehensif dan
terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara
secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi
masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat
secara ekonomi;

bahwa pengelolaan sampah selama ini belum maksimal
melaksanakan kaidah  pengelolaan sampah  yang
berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan
dapak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan
lingkungan;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Kabupaten Rembang memiliki kewenangan dalam
pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraruran Daerah;

bahwa guna mewujudkan ketertiban di Kabupaten
Rembang, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam
bermasyarakat, diperlukan upaya dalam meningkatkan
ketertiban umum;

bahwa upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat guna mewujudkan kondisi
masyarakat yang aman dan tertib, dalam pelaksanaannya
harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;



Mengingat

f.

e

8.
.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentraman,
ketertiban ~umum, dan perlindungan masyarakat
merupakan urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf
f, perlu persetujuan menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 18 Ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah,;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung;

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana,;

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampabh;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan,;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial,;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga,;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah
Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah
Lingkungan;



30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun
2007 tentang Bangunan Gedung;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Usaha Keperiwisataan;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan,;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rembang Tahun 2011-2031;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

37.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

Memperhatikan :1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 22 Desember
2018.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 22 Desember 2018.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 22 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pengelolaan Sampah dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Ketertiban
Umum sebagaimana terlampir;

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten = Rembang sebagaimana diktum PERTAMA
Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang,
kepada Bupati Rembang;



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 22 Desember 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATEN REMBANG
( A




KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 22 Desember 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATEN REMBANG S




